KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021)
3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor . S-39/AG/AG.5/2024 31 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Automatic Adjustment TA 2024 Mahkamah Agung
RI
Yth. 1. PIlt. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Panitera Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Rl
4. PIt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
5. PIt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI
6. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat PIt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

146/SEK/RA1.8/2024 tanggal 23 Januari 2024 Hal Usulan Revisi Penyesuaian Anggaran

Mahkamah Agung RI TA 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA-KL DIPA pada Kementerian
Keuangan telah diperbaharui.

2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang
digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.

3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala
KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA
Petikan Revisi.

4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik
kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam mendukung Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Direktorat

Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan memegang teguh Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan, serta menyelesaikan penugasan dengan penuh dedikasi, pelayanan
prima, dan handal.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
dan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara

Dwi Pudjiastuti Handayani
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Tembusan:

. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI

. Ketua Mahkamah Agung RI

. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung

15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku

24. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali

25. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
26. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua

27. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

28. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

29. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

30. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

31. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
32. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara
33. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
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Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 135 /ISEK/RA1.8/1/2024 Jakarta, 19 Januari 2024
Sifat : Terbatas

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Automatic Adjustment TA 2024

Yth. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris
Pengadilan Tingkat Pertama (daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja
Kementerian/Lembaga TA 2024, disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan
kondisi geopolitik global, Presiden memberikan arahan untuk melanjutkan kebijakan
Automatic Adjusment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
TA 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Mahkamah Agung dikenakan automatic
adjustment anggaran TA 2024 sebesar Rp886.688.954.000,- (delapan ratus delapan
puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
empat ribu rupiah). Berdasarkan hasil evaluasi anggaran pemenuhan Automatic
Adjustment tersebut diantaranya berasal dari belanja modal Pengadilan Tingkat
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana daftar terlampir.

Automatic  Adjustment pada belanja modal dikenakan sebesar
Rp402.441.441.000 (empat ratus dua miliar empat ratus empat puluh satu juta empat
ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja modal Pembangunan Gedung (satker terlampir);

2. Belanja modal Renovasi dan Perluasan Gedung (satker terlampir);

3. Belanja modal pemenuhan sarling (satker terlampir);

4. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor (satker terlampir);

5. Belanja modal Meubelair Gedung Kantor Pembangunan TA 2023-2024 (satker
terlampir).

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;

3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;

4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung.




LAMPIRAN |

Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor :135 /SEK/RA1.8/1/2024
Tanggal :19 Januari 2024

A. Daftar Tujuan Surat

Satuan Kerja

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Pengadilan Tinggi Papua Barat

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau

Pengadilan Tinggi Agama Bali

Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Pengadilan Militer Tinggi Surabaya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Pengadilan Negeri Nanga Bulik

ol®|J|o| | R| e N2 o| 0@ N|o| o) s w v S

Pengadilan Negeri Dobo

N
Ol

Pengadilan Negeri Banjar
21. | Pengadilan Negeri Paringin
22. | Pengadilan Negeri Sanana
23. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
24. | Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
25. | Pengadilan Negeri Gianyar
26. | Pengadilan Negeri Balige
27. | Pengadilan Negeri Kotabaru
28. | Pengadilan Negeri Bengkalis
29. | Pengadilan Negeri Pagar Alam
30. | Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
31. | Pengadilan Negeri Andoolo
32. | Pengadilan Negeri Kotobaru
33. | Pengadilan Negeri Amurang
34. | Pengadilan Negeri Mojokerto
35. | Pengadilan Negeri Sumenep
36. | Pengadilan Negeri Banda Aceh




No

Satuan Kerja

37. | Pengadilan Agama Temanggung

38. | Pengadilan Agama Tuban

39. | Pengadilan Agama Kuningan

40. | Pengadilan Agama Bintuhan

41. | Pengadilan Agama Muara Dua

42. | Pengadilan Agama Tais

43. | Pengadilan Agama Pagar Alam

44. | Pengadilan Agama Nanga Bulik

45. | Pengadilan Agama Tutuyan

46. | Pengadilan Agama Boroko

47. | Pengadilan Agama Bolang Uki

48. | Pengadilan Agama Kasongan

49. | Pengadilan Agama Pangkalan Balai
50. | Pengadilan Agama Ampana

51. | Pengadilan Agama Pulang Pisau

52. | Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
53. | Pengadilan Agama Teluk Kuantan
54. | Pengadilan Agama Kwandang

55. | Pengadilan Agama Kuala Kurun

56. | Pengadilan Agama Sendawar

57. | Pengadilan Agama Sukamara

58. | Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
59. | Pengadilan Agama Kota Cimahi

60. | Pengadilan Agama Kaimana

61. | Pengadilan Agama Ngamprah

62. | Pengadilan Agama Bengkayang

63. | Pengadilan Agama Pasangkayu

64. | Pengadilan Agama Kuala Pembuang
65. | Pengadilan Agama Tamiyang Layang
66. | Pengadilan Agama Dataran Hunimoa
67. | Pengadilan Agama Pelaihari

68. | Pengadilan Agama Kotabaru (Banjarmasin)
69. | Pengadilan Agama Binjai

70. | Pengadilan Agama Tarutung

71. | Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
72. | Pengadilan Agama Rengat

73. | Pengadilan Agama Tulang Bawang
74. | Pengadilan Agama Sanggau

75. | Pengadilan Agama Batu Licin

76. | Pengadilan Agama Bontang

77. | Pengadilan Agama Nunukan

78. | Pengadilan Agama Tahuna




No Satuan Kerja
79. | Pengadilan Agama Wamena

80. | Pengadilan Agama Fakfak

81. | Pengadilan Agama Nanga Pinoh

82. | Pengadilan Agama Wangi-Wangi

83. | Pengadilan Agama Rumbia

84. | Pengadilan Agama Cilacap

85. | Pengadilan Agama Lebong

86. | Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
87. | Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh

88. | Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
89. | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
90. | Pengadilan Tata Usaha Negara Serang




LAMPIRAN |l

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl
Nomor : |ac /SEK/RA1.8/1/2024

Tanggal . & Januari 2024

B. Daftar Rincian Automatic Adjustment yang dikenakan pada Satuan Kerja TA 2024
1. Automatic Adjustment Pembangunan Gedung

No Satuan Kerja Automatic Adjustment

1. | Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara 27.152.000.000
2. | Pengadilan Tinggi Papua Barat 25.583.350.000
3. | Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara 27.152.000.000
4. | Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 11.012.260.000
5. | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 19.904.325.000
6. | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram 9.685.388.000
7. | Pengadilan Agama Temanggung 14.038.135.000
8. | Pengadilan Agama Tuban 20.835.041.000
9. | Pengadilan Agama Kuningan 31.650.850.000

Total

187.013.349.000

2. Automatic Adjustment Renovasi Gedung dan Perluas

an Gedung

No Satuan Kerja Automatic Adjustment
1. | Pengadilan Tinggi Banda Aceh 22.444.357.000
2. | Pengadilan Tinggi Agama Kendari 1.387.361.000
3. | Pengadilan Tinggi Agama Bali 20.000.000.000
4. | Pengadilan Militer Tinggi Surabaya 1.327.000.000
5. | Pengadilan Negeri Banda Aceh 21.422.445.000
6. | Pengadilan Negeri Amurang 4.978.428.000
7. | Pengadilan Negeri Mojokerto 358.000.000
8. | Pengadilan Negeri Sumenep 1.220.000.000
9 | Pengadilan Agama Cilacap 1.100.000.000

10. | Pengadilan Agama Lebong 6.611.000.000

11. | Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh 1.037.900.000

12. | Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 1.063.700.000
13. | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 1.018.100.000

Total

83.968.291.000

3. Automatic Adjustment Pemenuhan Sarling

No Satuan Kerja Automatic Adjustment

1. | Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat 20.085.876.000
2. | Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat 17.222.180.000
3. | Pengadilan Negeri Dobo 1.437.492.000
4. | Pengadilan Negeri Nanga Bulik 3.393.479.000




No Satuan Kerja Automatic Adjustment

5. | Pengadilan Agama Bintuhan 2.210.486.000
6. | Pengadilan Agama Nanga Bulik 3.244.000.000
7. | Pengadilan Agama Tutuyan 2.035.848.000
8. | Pengadilan Agama Boroko 1.945.848.000

9. | Pengadilan Agama Bolang Uki 1.125.243.000
10. | Pengadilan Agama Kasongan 2.000.000.000
11. | Pengadilan Agama Ampana 1.227.473.000
12. | Pengadilan Agama Pulang Pisau 754.116.000
13. | Pengadilan Agama Muara Dua 6.604.200.000
14. | Pengadilan Agama Tais 3.280.000.000
15. | Pengadilan Agama Pagar Alam 561.090.000
16. | Pengadilan Agama Pangkalan Balai 4.310.000.000
17. | Pengadilan Agama Nanga Pinoh 9.648.953.000
18. | Pengadilan Agama Wangi-Wangi 11.000.600.000
19. | Pengadilan Agama Rumbia 9.608.440.000

Total

101.695.324.000

4. Automatic Adjustment Pengadaan Kendaraan Bermotor

No Satuan Kerja Automatic Adjustment
I Roda 2 Untuk 13 Pengadilan Tingkat
Banding Baru
1. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau 73.454.000
2. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara 74.232.000
3. Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat 73.200.000
4, Pengadilan Tinggi Papua Barat 88.802.000
5. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau 73.454.000
6. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara 74.232.000
7. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat 73.200.000
8. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 88.802.000
9. Pengadilan Tinggi Agama Bali 72.782.000
10. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 20.018.000
Palembang
- Pengadilaq Tinggi Tata Usaha Negara 74.698.000
Banjarmasin
12 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 73.116.000
' Manado
13 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 78.698.000
' Mataram
| Persetujuan RKBMN 2024 Roda 4
1. Pengadilan Agama Pelaihari 413.291.000
2. Pengadilan Agama Kotabaru (Banjarmasin) 413.291.000




No Satuan Kerja Automatic Adjustment
S Pengadilan Negeri Gianyar 387.739.000
4, Pengadilan Agama Manokwari 424.712.000
5. Pengadilan Agama Kwandang 298.447.000
]| Persetujuan RKBMN 2024 Roda 2
1. Pengadilan Agama Binjai 38.879.000
2. Pengadilan Agama Ampana 39.205.000
S Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 42.237.000
v Persetujuan RKBMN 2018 Roda 4
iF Pengadilan Negeri Balige 372.705.000
2. Pengadilan Negeri Kotobaru 401.040.000
3. Pengadilan Negeri Bengkalis 399.289.000
4. Pengadilan Negeri Pagar Alam 407.020.000
5. Pengadilan Negeri Blambangan Umpu 388.531.000
6. Pengadilan Negeri Andoolo 416.555.000
[ Pengadilan Agama Tarutung 372.705.000
8. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 401.040.000
9. Pengadilan Agama Rengat 399.289.000
10. Pengadilan Agama Tulang Bawang 388.531.000
11. Pengadilan Agama Sanggau 410.793.000
12. Pengadilan Agama Batu Licin 413.291.000
13. Pengadilan Agama Bontang 376.200.000
14, Pengadilan Agama Nunukan 376.200.000
13. Pengadilan Agama Tahuna 376.452.000
16. Pengadilan Agama Wamena 393.635.000
17. Pengadilan Agama Fakfak 424.712.000
Total 9.764.477.000

5. Automatic Adjustment Meubelair Gedung Kantor Pembangunan 2023-2024

No Satuan Kerja Automatic Adjustment

1. | Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau 600.000.000
2. | Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat 600.000.000
3. | Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau 600.000.000
4. | Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat 600.000.000
5. | Pengadilan Tinggi Agama Bali 600.000.000
6. | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 600.000.000
7. | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 600.000.000
8. | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin 600.000.000
9. | Pengadilan Negeri Banjar 600.000.000
10. | Pengadilan Negeri Paringin 600.000.000
11. | Pengadilan Negeri Sanana 600.000.000
12. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu 600.000.000




No Satuan Kerja Automatic Adjustment

13. | Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa 600.000.000
14. | Pengadilan Negeri Nanga Bulik 600.000.000
15. | Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1.500.000.000
16. | Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 600.000.000
17. | Pengadilan Agama Teluk Kuantan 600.000.000
18. | Pengadilan Agama Kwandang 600.000.000
19. | Pengadilan Agama Kuala Kurun 600.000.000
20. | Pengadilan Agama Sendawar 600.000.000
21. | Pengadilan Agama Sukamara 600.000.000
22. | Pengadilan Agama Dataran Hunipopu 600.000.000
23. | Pengadilan Agama Kota Cimahi 600.000.000
24. | Pengadilan Agama Kaimana 600.000.000
25. | Pengadilan Agama Ngamprah 600.000.000
26. | Pengadilan Agama Bengkayang 600.000.000
27. | Pengadilan Agama Pasangkayu 600.000.000
28. | Pengadilan Agama Kuala pembuang 600.000.000
29. | Pengadilan Agama Tamiyang Layang 600.000.000
30 | Pengadilan Agama Dataran Hunimoa 600.000.000
31. | Pengadilan Agama Tahuna 500.000.000
32 | Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo 600.000.000

Total

20.000.000.000




MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
PER SATUAN KERJA MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PROG/KEG/ SEMULA MENJADI SELISIH
OuTPUT JUMLAH BLOKIR JUMLAH BLOKIR JUMLAH BLOKIR
663300  PENGADILAN MILITER TINGGI Ill DI SURABAYA
10,412,490,000 0 10,412,490,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
005.01.WA Program Dukungan Manajemen
10,412,490,000 0 10,412,490,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Unit, m2, Paket] [00]
1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
Volume : 1,079.00 Unit, m2, Paket 1,079.00 Unit, m2, Paket 0.00 Unit, m2, Paket
53 BELANJA MODAL 1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
A RM 1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
9,085,490,000 0 9,085,490,000 0 0 0
6986.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit] [00]
9,085,490,000 0 9,085,490,000 0 0 0
Volume : 1.00 Layanan, Laporan, 1.00 Layanan, Laporan, 0.00 Layanan, Laporan,
51 BELANJA PEGAWAI 6,603,565,000 0 6,603,565,000 0 0 0
A RM 6,603,565,000 0 6,603,565,000 0 0 0
52 BELANJA BARANG 2,481,925,000 0 2,481,925,000 0 0 0
A RM 2,481,925,000 0 2,481,925,000 0 0 0
S <
Digital Stamp Sebelum : DS : 7410-3024-1627-5001 ‘5 7 O, 31 Januari 2024
Digital Stamp Sesudah : DS : 1738-6000-0848-8802 %} L\
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MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA - MENJADI)
PER SATUAN KERJA
[ 663300 ] PENGADILAN MILITER TINGGI 1ll DI SURABAYA

Halaman : 1/ 1

PROG/KEG/
OUTPUT URAIAN SEMULA MENJADI PERUBAHAN
663300 PENGADILAN MILITER TINGGI Ill DI SURABAYA 10,412,490,000 10,412,490,000 0
005.01.WA  Program Dukungan Manajemen 10,412,490,000 10,412,490,000 0
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 1,327,000,000 1,327,000,000 0
1071.EBB  Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Unit, m2, Paket] [00] 1,327,000,000 1,327,000,000 0
Volume : 1079 ynit, m2, Paket 1079 ynit, me, Paket 0.00
00 00 :
6986  Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 9,085,490,000 9,085,490,000 0
6986.EBA  Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit] [00] Layae85,490,000 Layae85,490,000 0
Laporan, Laporan,
Volume : 1.00 Dokumen, 1.00 Dokumen, 0.00
Rekomendasi, Rekomendasi,
Unit Unit

Digital Stamp Sebelum :
Digital Stamp Sesudah :

DS : 7410-3024-1627-5001
DS : 1738-6000-0848-8802




MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
PER SATUAN KERJA MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi

PROG/KEG/ SEMULA

ouTPUT JUMLAH BLOKIR

MENJADI SELISIH

JUMLAH

BLOKIR JUMLAH

BLOKIR

663300 PENGADILAN MILITER TINGGI Ill DI SURABAYA

1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
WA Program Dukungan Manajemen
1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Unit, m2, Paket] [00]
1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
Volume : 1,079.00 Unit, m2, Paket 1,079.00 Unit, m2, Paket 0.00 Unit, m2, Paket
971 Layanan Prasarana Internal
1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
A Renovasi Gedung Kantor
1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
53 BELANJA MODAL 1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
ARM 1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
533121 1,327,000,000 0 1,327,000,000 1,327,000,000 0 1,327,000,000
Biaya Pengelola Kegiatan
60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 60,000,000
Konstruksi Fisik
1,087,000,000 0 1,087,000,000 1,087,000,000 0 1,087,000,000
Konsultan Pengawas
80,000,000 0 80,000,000 80,000,000 0 80,000,000
Konsultan Perencana
100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

Digital Stamp Sebelum : DS : 7410-3024-1627-5001
Digital Stamp Sesudah : DS : 1738-6000-0848-8802
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024 DS:1738-6000-0848-8802
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.663300/2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. REVISI ke 01

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal : 31 Januari 2024

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga (005) MAHKAMAH AGUNG

2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi

3. Provinsi (05) JAWA TIMUR

4. Kode/Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA

Sebesar : Rp. 10.412.490.000 ( SEPULUH MILIAR EMPAT RATUS DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 10.412.490.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0

2. PNBP - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0

5. Hibah Langsung Rp. 0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 10.412.490.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

No o~ =

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024

DS:1738-6000-0848-8802

Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 10.412.490.000
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 1.327.000.000
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp. 9.085.490.000

Halaman 1 dari 1



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024

DS:1738-6000-0848-8802
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 1 (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR

(

Kode/Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA

Halaman: | A. 1

Program © 005.01.WA Program Dukungan Manajemen 10.412.490.000
Kegiatan -o1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 1.327.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
Klasifikasi Rincian Output 1 . 1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.079,00  Unit, m2, Paket 1.327.000.000
Rincian Output . 01 EBB.971 Layanan Prasarana Internal 1079.00 m2 1.327.000.000
Kegiatan © 6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 9.085.490.000

1. 01 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
2. 02 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3. 03 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
4. 04 Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Klasifikasi Rincian Output 2 . 6986.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 9.085.490.000
Rekomendasi, Unit
Rincian Output . 01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 9.085.490.000

Jakarta, 24 November 2023
Plit. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024

DS:1738-6000-0848-8802

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 1 (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2024 Rp. 10.412.490.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing Us$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 10.412.490.000 (2) RPLN Us$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing Us$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Us$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024

Il. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1738-6000-0848-8802

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 1 (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi 1 (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA Halaman : 1. 1
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASV/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
663300 |PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA 6.603.565 2.481.925 1.327.000 - - 10.412.490
005.01.WA|Program Dukungan Manajemen 6.603.565 2.481.925 1.327.000 - - 10.412.490
1071|Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung - - 1.327.000 - - 1.327.000
1071.EBB|Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 1.327.000 - - 1.327.000 05.51
(05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)
01(RM - - 1.327.000 - - 1.327.000, 135@
6986 |Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding 6.603.565 2.481.925 . . - 9.085.490
dan Tingkat Pertama
6986.EBA |Layanan Dukungan Manajemen Internal 6.603.565 2.481.925 - - - 9.085.490, 05.51
(05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)
01{RM 6.603.565 2.481.925 - - - 9.085.490f 135
JUMLAH 6.603.565 2.481.925 1.327.000 - - 10.412.490

Jakarta, 24 November 2023

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001



Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

: (005) MAHKAMAH AGUNG
1 (01) Badan Urusan Administrasi
: (05) JAWA TIMUR

(

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024
lll. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

: (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA

DS:1738-6000-0848-8802

Halaman : [II. 1
(dalam ribuan rupiah)

RENCANA PENARIKAN

NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI Jul AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1l 663300 PENGADILAN MILITER TINGGI Il
DI SURABAYA
RENCANA PENARIKAN DANA 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 2.084.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.489 10.412.490]
BELANJA PEGAWAI 550.282) 550.282) 550.282) 550.282] 550.282) 550.282) 550.282] 550.282) 550.282) 550.282] 550.282 550.463 6.603.565
BELANJA BARANG 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 207.026 2.481.925]
BELANJA MODAL 0| 0 0 0| 0| 1.327.000 0| 0| 0 0| 0 0 1.327.000
005.01.WA.1071 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di 0 0 0 0 0 1.327.000 0 0 0 0 0 0 1.327.000
Lingkungan Mahkamah Agung
53 BELANJA MODAL 0 0] 0 0) 0 1.327.000 0) 0 0] 0) 0 0 1.327.000
005.01.WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.091 757.489 9.085.490
Kesekretariatan Pengadilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama
51 BELANJA PEGAWAI 550.282) 550.282) 550.282) 550.282] 550.282) 550.282) 550.282] 550.282) 550.282) 550.282] 550.282 550.463 6.603.565
52 BELANJA BARANG DAN 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 206.809 207.026 2.481.925

BARANG

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024

IVA.BL o KIR DS:1738-6000-0848-8802
Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [05] JAWA TIMUR Halaman : IVA. 1
Kode dan Nama Satker : [663300] PENGADILAN MILITER TINGGI Ill DI SURABAYA (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
663300 PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.327.000
53 Belanja Modal Rp. 1.327.000

005.01.WA | Program Dukungan Manajemen
1071 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071.EBB| Layanan Sarana dan Prasarana Internal

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.327.000
Automatic Adjusment

Disposisi: Automatic Adjustment

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024

IVB.CATATAN DS:1738-6000-0848-8802

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi
Provinsi

Kode dan Nama Satker

: [01] Badan Urusan Administrasi
: [05] JAWA TIMUR
: [663300] PENGADILAN MILITER TINGGI Ill DI SURABAYA

Halaman: IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE

URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001



KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

: (005) MAHKAMAH AGUNG
:(01) Badan Urusan Administrasi

:(05)  JAWA TIMUR
1 (51) KOTA SURABAYA

: (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Ill DI SURABAYA

Halaman : 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2024

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

(1

()

(3)

4

(5

(6)

005.01.WA

Program Dukungan Manajemen

01

01.01
01.02

01.03

01.04
01.05
01.06
01.07

06

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

1071

Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk
mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan

Indikator Kinerja Program :

Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi

Jumlah pengembangan SDM kepagawaian berdasarkan
parameter obyektif

Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang
transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta
organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien

Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk
menunjang pelayanan peradilan

Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan

Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha,
rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam
mendukung pelayanan peradilan

Indikator Kinerja Program :
Jumlah pengadaan tanah di Lingkungan Mahkamah Agung

Jumlah pengadaan/renovasi gedung kantor sesuai propotype
yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan
disabilitas

Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan
di Lingkungan Mahkamah Agung

Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung

Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan
di Lingkungan Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung

01
1071.EBB

971

01

6986

Indikator Kinerja Kegiatan :

Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung

Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 05.51 KOTA
SURABAYA

Indikator KRO
o1 Jumlah pengadaan peralatan atau fasilitas perkantoran
02 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

03 Jumlah pengadaan kendaraan operasional

Jumlah pengadaan/renovasi gedung kantor sesuai prototype
04  yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi, dan
disabilitas

05 Jumlah pengadaan tanah

Layanan Prasarana Internal

Indikator RO

Terpenuhinya pembangunan dan renovasi gedung serta
prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

01

Indikator Kinerja Kegiatan :
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

1,079.00 Unit,
m2, Paket

1,079.00 m2

10,412,490,000

10,412,490,000

1,327,000,000

1,327,000,000

1,327,000,000

1,327,000,000

9,085,490,000

1,327,000,000

1,327,000,000

9,085,490,000




KEMEN/LEMB : (005)

UNIT ORG

SATUAN KERJA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG
1 (01) Badan Urusan Administrasi

: (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA

PROPINSI : (05) JAWA TIMUR
LOKASI 1 (51) KOTA SURABAYA
Halaman : 2
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2024
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME /
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Indikator Kinerja Kegiatan :
02 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
03 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
04 | Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 05.51 KOTA 1.00 Layanan,
6986.EBA SURABAYA Laporan, Dokumen, 9,085,490,000 9,085,490,000
Rekomendasi, Unit
Indikator KRO
994 | Layanan Perkantoran L 1.00 9,085,490,000 9,085,490,000
ayanan

Indikator RO

OLONEL CHK



KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

: (005) MAHKAMAH AGUNG
1 (01)

: (005.01.WA)
: (663300)

: (05)

: (51)

JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

Badan Urusan Administrasi
Program Dukungan Manajemen
PENGADILAN MILITER TINGGI il DI SURABAYA

Halaman : 1

KODE

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/
KOMPONEN

ALOKASI ANGGARAN T.A 2024

KP/

SD/ | KD/

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF
BARU

JUMLAH

CP | DK/

TP

(1)

)

@)

(4)

®)

(6)

(7) | (6)

005.01.WA

Program Dukungan Manajemen

01

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05
01.06

01.07

06

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06
06.07
1071

Sasaran Program :

Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen
untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima
peradilan

Indikator Kinerja Program :

Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi
terintegrasi

Jumlah pengembangan SDM kepagawaian berdasarkan
parameter obyektif

Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan
yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah
Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta
organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien
Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk
menunjang pelayanan peradilan

Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan

Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata
usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM
Mahkamah Agung

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam
mendukung pelayanan peradilan

Indikator Kinerja Program :

Jumlah pengadaan tanah di Lingkungan Mahkamah Agung

Jumlah pengadaan/renovasi gedung kantor sesuai
propotype yang mendukung sarpras peradilan anak,
mediasi dan disabilitas

Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk
pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung

Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah
Agung

Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk
pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung

Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk
pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung

Jumlah pengadaan buku hukum di lingkungan Mahkamah
Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

1071.EBB

Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]

1071.EBB.971

051

6986

Lokasi: KOTA SURABAYA

Layanan Prasarana Internal
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.04)

6986.EBA

Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]

6986.EBA.994

001
002

Lokasi: KOTA SURABAYA

Layanan Perkantoran
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
Gaji dan Tunjangan

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1079 Unit, m2,
Paket

1079.0 m2

1 Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,
Unit

1.0 Layanan

10,412,490,000

10,412,490,000

1,327,000,000

1,327,000,000

1,327,000,000

1,327,000,000
1,327,000,000

9,085,490,000

9,085.490,000

9,085,490,000
9,085,490,000
6,603,565,000
2,481,925,000

1,327,000,000

1,327,000,000 KD

1,327,000,000

1,327,000,000
1,327,000,000

9,085,490,000

9,085,490,000 KD

9,085,490,000
9,085,490,000
6,603,565,000
2,481,925,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG :(01) Badan Urusan Administrasi
PROGRAM : (005.01.WA) Program Dukungan Manajemen
SATUAN KERJA  :(663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA
PROPINSI : (05) JAWA TIMUR
LOKASI 1 (51) KOTA SURABAYA
Halaman : 2
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2024 sD/ ﬁgﬁ
KODE KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/
VOLUME / INISIATIF CP | DK/
KOMPONEN SATUAN ANGKA DASAR BARU JUMLAH TP
Q) (2 3 4 () (6) () | (6)
TOTAL 2024 2023

RM 10,412,490,000
PLN
RMP
PNP

HIBAH
PDN
SBSN

@
—
c
O o o o o o o

10,412,490,000




RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG Es_1 _AutorlzzggiAdjustment
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi 31 Januari 2024
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000
Halaman :
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2024 SD/
SUBKOMP/ DETIL VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
005.01.WA Program Dukungan Manajemen 10,412,490,000
1071 Zgzggdaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 1,327,000,000
1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 1079'8;12?’ m2, 1,327,000,000
Lokasi : KOTA SURABAYA
1071.EBB.971 |Layanan Prasarana Internal 1079.0 m2 1,327,000,000
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 1,327,000,000
A Renovasi Gedung Kantor 1,327,000,000
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1,327,000,000( 9 RM
(KPPN.135-Surabaya Il )
- Biaya Pengelola Kegiatan 1.0 KEG 60,000,000 60,000,000 *
- Konsultan Pengawas 1.0 KEG 80,000,000 80,000,000 *
- Konsultan Perencana 1.0 KEG 100,000,000 100,000,000 *
- Konstruksi Fisik 1079.0 M2 1,007,415 1,087,000,000( *
6986.EBA 1.0 Layanan, 9,085,490,000
Laporan,
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] Dokumen,
Rekomendasi,
_________________________ Unit
Lokasi : KOTA SURABAYA
6986.EBA.994 |Layanan Perkantoran 1.0 Layanan 9,085,490,000
001 Gaji dan Tunjangan 6,603,565,000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6,603,565,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 714,761,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Tambahan Kenaikan Gaji 1.0 THN 238,303,000 238,303,000
- Belanja Gaji Pokok PNS 1.0 THN 288,392,000 288,392,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji Ke-13) 1.0 BLN 94,033,000 94,033,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji Ke-14/THR) 1.0 BLN 94,033,000 94,033,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.0 THN 17,000 17,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji Ke-13) 1.0 BLN 2,000 2,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji Ke-14/THR) 1.0 BLN 2,000 2,000
511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 34,277,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Gaji Tunj. Suami/lstri PNS 1.0 THN 24,379,000 24,379,000
- Gaji Tunj. Suami/lstri PNS (Gaji Ke 13) 1.0 BLN 4,949,000 4,949,000
- Gaji Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji Ke 14) 1.0 BLN 4,949,000 4,949,000




RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000
Halaman :
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2024 SD/
SUBKOMP/ DETIL VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 15,450,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunj. Anak PNS 1.0 THN 13,242,000 13,242,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji Ke 13) 1.0 BLN 1,104,000 1,104,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji Ke 14/THR) 1.0 BLN 1,104,000 1,104,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 86,030,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunj. Struktural PNS 1.0 THN 73,740,000 73,740,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaiji Ke 13) 1.0 BLN 6,145,000 6,145,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji Ke 14/THR) 1.0 BLN 6,145,000 6,145,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 105,000,000 RM
(KPPN.135-Surabaya II')
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.0 THN 75,000,000 75,000,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji Ke 13) 1.0 BLN 15,000,000 15,000,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji Ke 14/THR) 1.0 BLN 15,000,000 15,000,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 93,402,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunj. Pph PNS 1.0 THN 90,402,000 90,402,000
- Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji Ke 13) 1.0 BLN 1,500,000 1,500,000
- Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji Ke 14/THR) 1.0 BLN 1,500,000 1,500,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 25,233,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunj. Beras PNS 1.0 THN 25,233,000 25,233,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 94,808,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Uang Makan PNS 1.0 THN 94,808,000 94,808,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 10,866,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunj. Umum PNS 1.0 THN 7,170,000 7,170,000
- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji Ke 13) 1.0 BLN 1,848,000 1,848,000
- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji Ke 14/THR) 1.0 BLN 1,848,000 1,848,000
511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 4,874,100,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunj Kepala [1 Org x 14 bin] 14.0 OB 40,200,000 562,800,000
- Belanja Tunj Waka [1 Org x 14 bin] 14.0 OB 36,500,000 511,000,000
- Belanja Tunj Kimmilti [9 Org x 14 bin] 126.0 OB 29,100,000 3,666,600,000
- Belanja Tunj Kepaniteraan [1 Org x 14 bin] 14.0 OB 9,550,000 133,700,000




RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000
Halaman :
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2024 SD/
SUBKOMP/ DETIL VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 490,000,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri 1.0 THN 408,000,000 408,000,000
- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (Ke-13) 1.0 BLN 41,000,000 41,000,000
- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (Ke-14) 1.0 BLN 41,000,000 41,000,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 37,070,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Gaji Pokok PPPK 1.0 THN 31,776,000 31,776,000
- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13) 1.0 BLN 2,647,000 2,647,000
- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14) 1.0 BLN 2,647,000 2,647,000
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 9,000 RM
(KPPN.135-Surabaya II')
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.0 THN 7,000 7,000
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13) 1.0 BLN 1,000 1,000
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14) 1.0 BLN 1,000 1,000
511621 Belanja Tunjangan Suami/lstri PPPK 3,704,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunjangan Suami/lstri PPPK 1.0 THN 3,176,000 3,176,000
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13) 1.0 BLN 264,000 264,000
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14) 1.0 BLN 264,000 264,000
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 1,480,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunjangan Anak PPPK 1.0 THN 1,270,000 1,270,000
- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13) 1.0 BLN 105,000 105,000
- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14) 1.0 BLN 105,000 105,000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 4,900,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.0 THN 4,200,000 4,200,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) 1.0 BLN 350,000 350,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14) 1.0 BLN 350,000 350,000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4,054,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.0 THN 3,476,000 3,476,000
- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13) 1.0 BLN 289,000 289,000
- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14) 1.0 BLN 289,000 289,000
511628 Belanja Uang Makan PPPK 8,400,000 RM
(KPPN.135-Surabaya II')
- Belanja Uang Makan PPPK 1.0 THN 8,400,000 8,400,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,481,925,000
A Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 631,543,000




RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI Il DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000
Halaman : 4
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2024 SD/
SUBKOMP/ DETIL VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 579,743,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il)
- Pramubhakti [6 org x 12 bIn] 72.0 0B 3,759,000 270,648,000
- Gaji ke-13 (THR) Pramubhakti [6 org x 1 bin] 6.0 OB 3,759,000 22,554,000
- Pengemudi[1 org x 12 bin] 12.0 OB 4,135,000 49,620,000
- Gaji ke-13 (THR) Pengemudi [1 org x 1 bin] 1.00B 4,135,000 4,135,000
- Satpam [4 org x 12 bin] 48.0 OB 4,135,000 198,480,000
- Gaji ke-13 (THR) Satpam [4 org x 1 bIn] 4.0 0B 4,135,000 16,540,000
- Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah 12.0 BLN 250,000 3,000,000
- Air Minum / Galon 12.0 BLN 650,000 7,800,000
- Biaya Penijilidan 1.0 THN 5,066,000 5,066,000
- Jamuan Tamu 12.0 BLN 75,000 900,000
- Retribusi Sampah 1.0 THN 1,000,000 1,000,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5,000,000 RM
(KPPN.135-Surabaya II')
- Spanduk/Banner 1.0 THN 2,500,000 2,500,000
_ Kegiatan Insidentil (Cendramata Masa Reses DPR, 1.0 THN 2,500,000 2,500,000
Kunjungan KY, Perguruan Tinggi-Mahasiswa Magang)
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 46,800,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
gifaynagr[%pg%ui%?ﬁrt}ari—hari Perkantoran (Pegawai 40 1.0 THN 46,800,000 46,800,000
B Langganan Daya dan Jasa 852,700,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 141,000,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Langganan Internet 12.0 BLN 11,000,000 132,000,000
- Langganan Lisensi Antivirus 1.0 THN 3,000,000 3,000,000
- Langganan Lisensi Video Conference 1.0 THN 6,000,000 6,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 60,000,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Biaya Pengiriman Surat Dinas 12.0 BLN 5,000,000 60,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon 38,400,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Langganan Telepon 12.0 BLN 3,200,000 38,400,000
522113 Belanja Langganan Air 10,800,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Langganan Air / Tangki Air 12.0 BLN 900,000 10,800,000
522141 Belanja Sewa 602,500,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
E?V\?Hl\ﬂ]esin Fotocopy Sewilayah Dilmilti [l Sby [9 UNIT 9.0 U/THN 66,000,000 594,000,000
- Sewa Web Hosting 1.0 THN 8,500,000 8,500,000
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C Pemeliharaan Kantor 521,950,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 219,620,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Pemeliharaan Gedung Kantor [1499 m2 x 1 thn] 1499.0 M2/TH 125,000 187,375,000
- Pemeliharaan Halaman Kantor [2437 m2 x 1 thn] 2437.0 M2/TH 10,000 24,370,000
- Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor [90 m2 x 1 thn] 90.0 M/TH 75,000 6,750,000
- Pemeliharaan Rumah Genzet [9 m2 x 1 thn] 9.0 M2/TH 125,000 1,125,000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 12,000,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Pemeliharaan Rumah Dinas [120 m2 x 1 thn] 120.0 M2/TH 100,000 12,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 290,330,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
I;emeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 [5 unit x 1 5.0 U/THN 27,500,000 137,500,000
- tP:r]neliharaan Kendaraan (BBM HiAce) 1.0 THN 15,000,000 15,000,000
- Pemeliharaan Sound System [1 unit x 1 thn] 1.0 U/THN 1,000,000 1,000,000
- Pemeliharaan Mesin FotoCopy [1 unit x 1 thn] 1.0 U/THN 5,000,000 5,000,000
} I;er]neliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 [5 unit x 1 5.0 U/THN 4,000,000 20,000,000
- tPc:meliharaan PC / CPU [31 unit x 1 thn] 31.0 U/THN 530,000 16,430,000
- Pemeliharaan Laptop / Notebook [25 unit x 1 thn] 25.0 U/THN 450,000 11,250,000
- Pemeliharaan Printer [41 unit x 1 thn] 41.0 U/THN 300,000 12,300,000
- Pemeliharaan Server 2.0 U/THN 2,500,000 5,000,000
- Pemeliharaan CCTV 2.0 U/THN 750,000 1,500,000
- Pemeliharaan AC Split [44 unit x 1 thn] 44.0 U/THN 300,000 13,200,000
- Pemeliharaan AC Standing [2 Unit x 1 THN] 2.0 U/THN 525,000 1,050,000
- Pemeliharaan Inventaris Kantor [48 Peg x 1 thn] 48.0 P/THN 75,000 3,600,000
- Pemeliharaan Genzet [1 unit x 1 thn] 1.0 U/THN 3,500,000 3,500,000
- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput [2 unit x 1 thn] 2.0 U/THN 750,000 1,500,000
- Bahan Bakar Genzet [1 unit x 1 thn] 1.0 U/THN 2,500,000 2,500,000
- Bahan Bakar Kendaraan Sewa [2 unit x 1 thn] 2.0 UTHN 20,000,000 40,000,000
D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 78,262,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 22,150,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [27 org x 1 stel] 27.0 OS 550,000 14,850,000
- Pakaian Kerja Satpam [4 org x 1 stel] 4.0 08 950,000 3,800,000
KebarshanFramashaKt 17 org x5 stel] 7.008 500,000 3,500,000
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521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 56,112,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 org x 12 bin] 12.0 0B 1,036,000 12,432,000
- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 org x 12 bin] 12.0 0B 1,512,000 18,144,000
: Hc;r;oglP]enguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 org 12.0 OB 594,000 7,128,000
- xHonor rE":endahara\ Pengeluaran [1 org x 12 bin] 12.0 0B 516,000 6,192,000
- Honor Staf Pengelola Keuangan [2 org x 12 bin] 24.0 OB 384,000 9,216,000
- Honor Pengurus/Penyimpan BMN [1 org x 12 bin] 12.0 0B 250,000 3,000,000
F Pelantikan dan Sumpah Jabatan 3,900,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3,200,000 RM
(KPPN.135-Surabaya II')
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi 2.0 KEG 700,000 1,400,000
- Kudapan (Snack) dan Makan Siang [30 ORG x 2 KEG] 60.0 KEG 30,000 1,800,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 700,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Jasa Rohaniawan [1 org x 2 keg] 2.00K 350,000 700,000
G Rapat Koordinasi Internal 3,250,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3,250,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi 5.0 KEG 350,000 1,750,000
- Kudapan (Snack) dan Makan Siang [10 ORG x 5 KEG] 50.0 KEG 30,000 1,500,000
H Konsultasi ke Pusat 60,240,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60,240,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
>  Penelaahan Anggaran RKAKL 22,160,000
- Tiket [4 org x 1 keg] 4.0 OK 2,000,000 8,000,000
- Tranport Riil [4 org x 1 pp x 1 keg] 4.0 OK 250,000 1,000,000
- Penginapan [4 org x 2 hr x 1 keg] 8.0 OH 850,000 6,800,000
- Uang Harian [4 org x 3 hr x 1 keg] 12.0 OH 530,000 6,360,000
>  Konsultasi Pimpinan ke Pusat 38,080,000
- Tiket [4 org x 2 keg] 8.0 0K 2,000,000 16,000,000
- Penginapan [4 org x 2 hr x 2 keg] 16.0 OH 850,000 13,600,000
- Uang Harian [4 org x 2 hr x 2 keg] 16.0 OH 530,000 8,480,000
/ Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DjPB/KPKNL 3,200,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,400,000 RM
(KPPN.135-Surabaya II')
- Transport [2 org x 12 keg] 24.0 OK 100,000 2,400,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800,000 RM
(KPPN.135-Surabaya II')
- Transport [2 org x 4 keg] 8.0 OK 100,000 800,000
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K PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 67,680,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67,680,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
Tiket [3 org x 4 keg] 12.0 OK 2,000,000 24,000,000
Tranport Riil [3 org x 1 pp x 4 keg] 12.0 OK 250,000 3,000,000
Penginapan [3 org x 2 hr x 4 keg] 24.0 OH 900,000 21,600,000
Uang Harian [3 org x 3 hr x 4 keg] 36.0 OH 530,000 19,080,000
L Hak Dan Fasilitas Keuangan Hakim 259,200,000
522141 Belanja Sewa 259,200,000 RM
(KPPN.135-Surabaya Il')
Bantuan Sewa Rumah Dinas [10 org x 12 bin] 120.0 OB 2,160,000 259,200,000

Catatan: 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir
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